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Abstraks

Restorative justice diimplementasikan kedalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang didalamnya
menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan restorative
justice terhadap tindak pidana oleh anak dibawah umur merupakan
suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain
membahas tentang keadilan, restorative justice juga menjadi suatu sistem
peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan
dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang
berkonflik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
penerapan restorative justice dalam tindak pidana pencurian oleh anak
yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Banggai
Luwuk Sulawesi Tengah dan apa hambatan yang dihapadi dalam
penerapan restorative justice dalam tindak pidana pencurian oleh anak
yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Banggai.
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris.
Hasil Analisa penelitian yang didapat yaitu yang pertama, Pelaksanaan
Restorative justice di Polres Banggai terhadap anak yang melakukan
tindak pidana pencurian telah sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
tentang Pelaksanaan Diversi. Dalam penerapan restorative justice/upaya
diversi selalu dilakukan bagi setiap anak yang menjadi pelaku tindak
pidana. Kemudian, hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian dalam
menerapkan asas restorative justice di Polres Banggai diantaranya: Faktor
hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang
membentuk maupun yang menerapkan hukum, Faktor sarana atau
fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yaitu
lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.

Abstracts

Restorative justice is implemented in Law Number 11 of 2012 concerning
the juvenile criminal justice system which upholds the honor and dignity of
children. The application of restorative justice to criminal acts by minors is a
very interesting theory to study and research because apart from discussing
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justice, restorative justice is also a balanced justice system because it can
provide protection and respect as well as the interests of the victim and the
perpetrator in conflict. . The formulation of the problem in this research is how
to apply restorative justice in the crime of theft by children who are in conflict
with the law in the jurisdiction of the Banggai Luwuk Police, Central Sulawesi
and what obstacles are faced in implementing restorative justice in the crime of
theft by children who are in conflict with the law in the jurisdiction. Banggai
Police. The research method used is empirical legal research. The results of the
research analysis obtained are first, the implementation of restorative justice
at the Banggai Police for children who have committed criminal acts of theft is
in accordance with the provisions of Law number 11 of 2012 concerning the
Juvenile Criminal Justice System regarding the Implementation of Diversion. .
In implementing restorative justice/diversion efforts are always carried out for
every child who is a perpetrator of a crime. Then, the obstacles experienced by
the police in implementing the principles of restorative justice at Banggai Police
include: The legal factor itself, law enforcement factors, namely the parties who
form and implement the law, Facilities or facilities factors that support law
enforcement, Community factors, namely the environment in which the law
applies or is established.

1. Latar Belakang

Anak yang melakukan tindak pidana da-am konteks hukum positif yang berlaku di Indo-
nesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku
tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara
khusus. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan
keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam
keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Negara
menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan
adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik
yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional (Saputra, 2022).

Menjadiberbeda bentuk perlindungannya ketika seorang anak yang terlibat ke dalam masalah
hukum apalagi terlibat tindak pidana. Tidak setiap anak dapat diajukan ke sidang pengadilan anak.
Anak yang dapat masuk ke sidang pengadilan sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke
sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21
tahun anak tetap diajukan ke sidang anak diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Shafina, 2020).

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan
perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini mengikat anak dan
keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan
yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan
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perkembangan mental maupun jasmani anak (Agus Sugiarto, 2020). Pelaksanaan penyidikan
tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terkait bagaimanakah proses penyidikan
yang dilakukan penyidik yang ditentukan oleh KUHAP, serta Undang-Undang No.11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang
berhadapan dengan hukum, yang diterapkan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana
yang dilakukan oleh anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak dikenal dengan adanya diversi sebagai upaya penyelesaian perkara pidana diluar
sistem peradilan pidana, hanya saja diversi hanya boleh berlaku pada anak dan dengan ketentuan-
ketentuan yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan
orang dewasa tidak dapat di upayakan diversi sebagai proses penyelesaian pidananya (Sudarno,
2022).

Dari data kasus tindak pidana pencurian pelaku anak Tahun 2020 hingga 2022, dari data Unit
I dan IV TIPIDDUM di Polres Banggai, Luwuk Sulawesi Tengah terdapat 5 kasus pencurian yang
melibatkan anak dengan beragam usia antara rentang 15 hingga 17 Tahun. Perlunya penerapan
restorative justice karena tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur
peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi
kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Restorative
justice. merupakan suatu bentuk model pendekatan yang baru dalam penyelesaian perkara
pidana. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh
para ahli, namun dalam kenyataanya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan
praktek hukum dibanyak Negara. Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan
masalah pada penelitian ini adalah bagaimana analisa penerapan restorative justice dalam tindak
pidana pencurian oleh anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Banggai,
dan apa saja hambatan dalam penerapan restorative justice dalam tindak pidana pencurian oleh
anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Banggai.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dan pendekatan
yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer,
data sekunder, dan tersier. Data primer dalam penelitian ini adalah KUHP lembaran negara
tahun 1958 nomor 127, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4235, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu semua anggota kepolisian di Polres
Banggai, dan sampel penelitian yaitu Kanit penyidik KBO. Teknik pengambilan sampel dengan
menggunakan metode purposive sampling yang merupakan salah satu teknik sampling non random
sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri
khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan
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penelitian. Sedangkan teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara, dan analisis
data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Keadilan restoratif atau restorative justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang
berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, danbagaimana
menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan. Di Indonesia,
kondisi penanganan anak yang melakukan tindak pidana amat memprihatinkan (Pratama,
2018). Banyak anak yang berhadapan dengan hukum harus ditahan dalam suatu tempat, tidak
sebanding dengan jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada, sehingga tidak
mengherankan apabila narapidana anak ada yang dititipkan pada LP dewasa tidak sesuai
dengan norma hukum hak asasi manusia yang menghendaki pemisahan, antara narapidana laki-
laki, perempuan serta narapidana anak (Mahmud, 2019). Tidak dipatuhinya norma hukum ini
dengan serius memiliki implikasi yang serius pada anak apabila setelah keluar nanti, mereka
akan bertambah jahat setelah menjalani pidana. Studi kriminologi menunjukkan bahwa lembaga
pemasyarakatan adalah tempat orang justru mempelajari kejahatan, sebuah efek negatif dari
prisonisasi (Romdoni & Saragih, 2021).

Kini sudah saatnya untuk mengubah model penanganan terhadap pelakukenakalan anak
yang retributif dengan model restorative justice dimana sering diterjemahkan sebagai keadilan
restoratif yang merupakan suatu model pendekatan dengan menitikberatkan adanya partisipasi
langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesain perkara pidana
sehingga dianggap dapat menjadi alternatif penyelesain terhadap anak yang berkonflik dengan
hukum (Nadhiroh & Subekti, 2022). Restorative Justice diimplementasikan ke dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya
menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana
pencurian oleh anak di bawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji
dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, restorative justice juga menjadikan suatu
sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan
serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik (Prastyoso & Subekti, 2020).
Dari aspek pentingnya perlindungan hukum kepada korban kejahatan secara memadai bukan
hanya merupakan isu nasional, melainkan juga merupakan isu internasional. Oleh karena itu,
masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan
memperoleh perhatian yang serius, dapat dilihat dari bentuknya Declaration of Basic Principles of
Justice for Victims of Crime and Abuse Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari
The Seventh United Nation Conggres on the Pre-vention of Crime and The Treatment of Offenders, yang
berlangsung di Milan, Italia, September 1985 (Irawati, 2021).

Kriteria tindak pidana anak yang dapat diselesaikan melalui pererapan asas restorative justice
(diversi) berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana
ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan oleh
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anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak. Karena anak dianggap belum cakap untuk
melakukan tindakan hukum. Hal ini merujuk pada kemampuan anak di dalam bertanggung
jawab akan hak dan kewajibannya, selain itu umur anak yang masih muda dan mempunyai masa
depan yang panjang serta penjara tidak akan menyelesaikan permasalahan, malah cenderung
merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri. Dan diversi wajib
diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntupan dan pemeriksaan perka-ra anak di pengadilan
(Komariah & Cahyani, 2017).

Syarat-syarat untuk melakukan restorative justice/diversi. Berdasarkan karakteristik restorative
justice di atas maka ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya restorative
justice, yaitu; harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku, harus ada persetujuan
dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak
yang bersangkutan dan persetujuan dari kepolisisan atau dari kejaksaan sebagai institusi yang
memiliki kewenangan diskresioner (Nabilla et al., 2023). Prinsip pelaksanaan konsep diversi yaitu
memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan sebagai usahamengajak
masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara. Pelaksanaanya tetap mempertimbangkan
rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk
menempu jalur non pidana seperti ganti rugi seperti kerja sosial atau pengawasan orang tua.
Faktor penyebab nak melakukan tindak pidana di Kabupaten Banggai Luwuk Sulawesi Tengah
yaitu faktor internal, lingkungan, dan ekonomi .

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Banggai, Tentu dengan adanya undang-
undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, mengupayakan penyelesaian
tindak pidana oleh anak melalaui diversi dengan pendekatan restorative justice. Dan juga sudah ada
yang berhasil mendapatkan kesepakatan diversi di Kepolisisan dan tidak dilanjutkan ke tingkat
penuntutan. Hal ini pun menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat
diselesaikan melalui pendekatan restorative justice dan kasus tersebut dapat diselesaikan dengan
cepat. Penyelesaian dengan restorative justice tetap dilakukan bagi setiap anak yang melakukan
tindak pidana di Polres Banggai. Dan penyelesaian dengan pendekatan restorative justice/diversi
ini juga dianggap sudah tepat untuk menyelesaikan perkara dengan mempertemukan pihak
terkait baik dari pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, pekerja sosial maupun pembimbing
kemasyarakatan dan dari penegak hukum itu sendiri. dan juga ada beberapa keuntungan yang
akan diperoleh jika diversi dilakukan pada tahap penyidikan oleh kepolisian.

Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak di Polres
Banggai diselesaikan melalui pendekatan restorative justice, yang proses penyelesaian hukumnya
terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam
satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Proses model keadilan restorative yang dimana
peran Polisi sebagai mediator, fasilitator, atau pengawas. Dalam hal ini Polisi menunjukan pasal-
pasal dan ketentuan perundang-undangan peradilan anak, lalu para masyarakat dipersilahkan
mencari jalan keluar terbaik agar terjadi proses perbaikan, pemulihan hubungan, konsiliasi dan
rekonsiliasi antara korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, dengan penerimaan
masyarakat kembali terhadap pelaku tanpa stigmatisasi apapun terhadap pelaku. Penyidik dari
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Polres Banggai telah melakukan proses penyidikan terhadap perkara-perkara yang pelakunya
adalah anak dibawah umur, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem
peradilan pidana anak, yaitu dengan melakukan upaya restorative justice melalui diversi terhadap
anak yang tersangkut dalam perkara pidana (Asbar, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian dalam penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan
restorative justice di Polres Banggai adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah,
dalam penerapan asas restorative justice di Polres Banggai yang dilakukan oleh pihak Kepolisian
yaitu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti mediasi korban dengan pelaku/pelanggar;
musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku,
di mana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga
yakni pihak kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjebatani kedua belah
pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah
untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan
anak tersebut. Dengan demikian, dampak negative akibat anak yang melakukan tindak pidana
ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir. Polisi selaku pemangku
kewenangan diversi dari tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan
ditempuh dalam menerapkan diversi.

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya.
Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya,
dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya
penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana
aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena
dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu
sesungguhnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau
berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya
dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.
Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan
yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak bediri dan berjalan ke depan sebagaimana
yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya. Secara luas, proses
dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.
Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau bahkan tidak melakukan
sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti
telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Hambatan yang dihadapi oleh fasilitator diversi dalam hal ini penyidik di Polres Banggai
dalam mererapkan restorative justice sebagai penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan
hukum adalah sikap keluarga korban yang beranggapan adanya restorative justice belum bisa
mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan anak akan lepas
dari tanggung jawab atas perbuatannya. Dan hambatan ini terjadi juga karena adanya faktor
dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dari penegakan hukum. Masalah
penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Perkataan
penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan
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hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan
hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan.
Pada proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya
dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat
penegak hukum.

Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan
didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam
bentuk peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Namun
demikian tidak berarti pula pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah
lengkap dan sempurna melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan.
Proses merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan dari profesionalisme aparat
penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-
peraturan maupun di dalam penerapannya (Anwar, 2019).

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun
terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain jika kita kaitkan dengan faktor-faktor
penghambat dalam penegakan hukum kaitannya dengan hambatan yang dialami oleh Pihak
Kepolisian dalam menerapkan asas restorative justice Di Polres Banggai diantaranya, pertama;
faktor hukumnya itu sendiri, kedua; faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk
maupun yang menerapkan hukum, ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan
hukum, keempat; faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
ditetapkan, kelima; faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Terkait salah satu kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, ketika
ditemukan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur maka penyidik
wajib melakukan diversi pada pelaku anak tersebut karena anak masih dibawah umur yakni
telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dilakukan diversi sebagai upaya yang
oleh penyidik sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Penerapan konsep Diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum
dilakukan oleh penyidik Kepolisian terdapat dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 1 Angka 7, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29. Dari pasal-pasal di atas dapat
digambarkan bahwa penyidik setelah menangkap tersangka wajib mengupayakan diversi yang
terdapat Pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Anak yang berada dalam status hukum belum dewasa harus diperlakukan berbeda dari orang
dewasa. Hal itu juga menjadi kewenangan sistem hukum nasional Indonesia untuk meletakkan
hak-hak anak sebagai suatu supremacy of law terhadap perbuatan hukum dari anak dengan hak-
hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul secara kodrati. Pengelompokan status dan hak-hak
anak dimulai dari sistematika yang mendasar dalam hukum perlindungan anak. dan Hukum
Pidana dapat disebut berhubungan dengan adigium dari asas lex specialis de rogat, lex spesialis
generalis (Prasetyo, 2015).
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4. Simpulan

Pelaksanaan restorative justice di Polres Banggai terhadap anak yang melakukan tindak pidana
pencurian telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak tentang Pelaksanaan Diversi. Dalam Penerapan restorative justice/upaya
diversi selalu dilakukan bagi setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam beberapa
kasus upaya diversi tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing masing pihak sehingga
perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Penerapan restorative justice hanya terhadap
jenis tindak pidana ringan saja, dengan proses mediasi secara musyawarah. Dan penerapan
restorative justice di Kepolisisan Resort Banggai juga belum efektif dikarenakan masih ada yang
belum terlaksana tujuan diversi tersebut dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian
yang dilakukan oleh anak di kabupaten Banggai Luwuk Suulawesi Tengah dan khususnya pihak
Kepolisian Resor Banggai belum menerapkan tujuan restorative justice/Diversi secara keseluruhan
dari jumlah anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Banggai.

Hambatan yang dialami Oleh Pihak Kepolisian dalam menerapkan asas restorative justice
Di Polres Banggai yang pertama, kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait dengan sistem
restoratif maupun diversi karena istilah tersebut asing ditelinga masyarakat, ketika masyarakat
kurang paham dengan sistem diversi ini maka akan banyak anak yang dihakimi secara masal
tentu saja hal ini akan mempengaruhi mental dan perkembangan anak dimana anak seharusnya
diberi perlindungan dan pembinaan yang baik bukan untuk dihakimi. Kedua, dalam proses
peradilan yang menjadi faktor penghambat penerapan asas restorative justice atau diversi adalah
pemahaman masyarakat tentang anak yang melakukan tindak pidana, dan kurangnya pemahaman
tentang tanggungjawab negara terhadap anak. Faktor tersebut dapat diartikan sebagai seringkali
kegagalan proses diversi dalam tahapan peradilan adalah karena kurangnya pemahaman para
pihak terutama orang tua dan masyarakat luas terkait anak yang melakukan tindak pidana,
sehingga masyarakat cenderung enggan untuk menerima kembali atau memaafkan seorang anak
yang telah melakukan tindak pidana. Hal ini tentu mengakibatkan proses diversi jarang berhasil
atau gagal. Ketiga, dalam hal telah tercapainya diversi seringkali pihak kepolisian, khususnya
pihak kepolisian di Polres Banggai mengalami kendala pada anak yang tidak mempunyai
keluarga pendamping misalnya, anak terlantar. Keempat, proses penyidikan, faktor yang menjadi
penghambat adalah pihak pelapor dan/atau keluarga korban tidak menghadiri proses diversi di
tingkat penyidikan dan adanya keinginan dari pihak ini untuk melanjutkan proses penyidikan.
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